
SALINAN 

 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA SURAKARTA 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA 

NOMOR 15 TAHUN 2025 

TENTANG 

 PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PPID ONLINE DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 

ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-

SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 

perihal Pengelola Aplikasi PPID Online di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator 

Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Surakarta; 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/kepsekkpu
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6905); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – 

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomos 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547); 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/kepsekkpu
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5. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum Menjadi Undang –Undang (lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan 

Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2019 Nomor 189); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Peilihan Umum 

Kabupaten/Kkota (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberpa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/kepsekkpu
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Informasi Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2021 Nomor 741); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2022 tentang partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1160); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531); dan 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR 

APLIKASI PPID ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA. 

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Operator Aplikasi PPID Online 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta: 

  Nama :  Agathon Setyo Asmoro, S.Sos. 

  NIPPPK  : 199311062024211013 

 Gol                 : IX 

  Jabatan  : Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu. 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/kepsekkpu
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KEDUA :  Menetapkan tugas Operator Aplikasi PPID Online 

sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai berikut: 

1. Melakukan pengisian menu–menu yang berada di 

laman PPID Online; 

2. Updating laman PPID Online; 

3. Melakukan respon terhadap permintaan informasi dan 

keberatan terhadap permohonan informasi melalui 

PPID Online; 

4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan 

keberatan yang diajukan melalui PPID Online; 

5. Meneruskan permohonan informasi maupun keberatan 

kepada PPID KPU Kota Surakarta; 

6. Menyampaikan hasil jawaban atas permohonan 

informasi maupun keberatan kepada Pemohon; dan 

7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

secara berkala kepada PPID KPU Kota Surakarta. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

  Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 31 Maret 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

             KOTA SURAKARTA, 

 

        Ttd. 

 

  TANTO WINURDIN 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA SURAKARTA 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu, Partisipasi dah Hubungan Masyarakat 

 

 

Rois Alfianto 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/kepsekkpu


